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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang materi muatannya tentang masa bakti
ketua RT dan ketua RW bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
dengan judul “Analisis Yuridis dan A/ Figh Al Siyasah Terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan
Rukun Warga (Studi Analisis Masa Bakti Ketua RT Dan Ketua RW)”. Penelitian
ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis
yuridis dan analisis Figh Al Siyasah Al dustiriyah Pasal 14 dan Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun
Tetangga dan Rukun Warga.

Guna menjawab rumusan masalah penelitian ini, metode yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan atau [library research. Penelitian ini
memerlukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah
dan kitab Figh Al Siyasah yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data
tersebut terkumpul barulah digunakan untuk penelitian dengan teori hukum
positif juga teori Figh Al Siyasah Al dustiriyah menggunakan pendekatan
penelitian  perundang-undangan (sfatute approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach).

Hasil dari penelitian Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah
perbedaan masa bakti ketua RT dan ketua RW menimbulkan ketidakadilan serta
pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Namun, mekanisme
terkait ketua RT maupun ketua RW apabila berhenti atau diberhentikan dan
digantikan oleh wakilnya tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun
2018, sehingga berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan pengaturan masa
bakti ketua RT dan ketua RW dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah
Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 menimbulkan kemudharatan dan menjauhi
kemaslahatan, sebab mengakibatkan ketua RT dan ketua RW di Kabupaten
Gresik tidak memperoleh kesempatan yang sama di depan hukum dan
pemerintahan. Namun, mekanisme penggantian ketua RT atau ketua RW yang
berhenti atau diberhentikan dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kab.
Gresik Nomor 5 Tahun 2016 diperbolehkan dalam Islam guna mencegah ke
mafsadatan yang muncul akibat kekosongan jabatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar
pemerintah daerah menghiraukan ketentuan yang terdapat dalam peraturan
menteri dalam menyusun peraturan daerah, agar masa bakti ketua RT dan RW
di wilayah Gresik tidak berbeda-beda. Pemerintah daerah kabupaten Gresik
segera melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
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